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MOTTO 

 

ٌْكَرِ وَتُؤْهٌُِىىَ  ٌْهَىْىَ عَيِ الْوُ ٌَاسِ تَأْهُرُوىَ بِالْوَعْرُوفِ وَتَ ٌْتُنْ خَيْرَ أُهَتٍ أُخْرِجَتْ لِل كُ

ٌْهُنُ الْوُؤْهٌُِىىَ وَأَكْثَرُهُنُ الْفَاسِقُىىَ  بِاللَهِ وَلَىْ آهَيَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَاىَ خَيْرًا لَهُنْ هِ

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

(karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 

mungkar, dan beriman kepada  Allah.  Sekiranya Ahli Kitab beriman, 

tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, 

namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik (Q.S. Ali Imran 

110).”
1
 

 

“Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang” 

(Imam Syafi’i) 

  

                                                           
 

1
Pustaka Al Hanan, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Surakarta: PT Riels Grafika, 2009), 

hlm. 64. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini mengangkat judul tentang Gerakan Perlawanan Patani United 

Liberation Organization (PULO), dikarenakan PULO merupakan organisasi yang 

popular diseluruh negeri Thailand bahkan pemerintah Thailand memandang 

bahwa gerakan PULO sudah bertaraf internasional dan PULO juga adalah 

oraganisasi perjuangan terbesar di Thailand hingga saat ini. Rumusan masalah di 

dalam penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi munculnya PULO, 

bagaimana gerakan perlawanan yang dilakukan PULO terhadap Pemerintah 

Thailand dan apa saja yang telah di capai dalam periode tahun 1968 hingga 1980. 

Sedangkan tujuan penelitian ini antara lain untuk menjelaskan faktor-faktor yang 

melatarbelakangi dibentuknya PULO, memahami gerakan-gerakan 

perlawanannya, serta capaian yang telah diraih oleh PULO. 

 

Dalam melakukan penelitian ini digunakan teori konflik dengan metode historis 

yang melalui empat tahap yaitu pertama Heuristik, yaitu pengumpulan sumber 

baik tertulis maupun lisan. Pada tahap ini terdapat dua teknik pengumpulan data 

yaitu: studi dokumentasi dan wawancara. 2) Verifikasi, yaitu mencari keaslian 

sumber. Kritik sumber ada dua yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern untuk 

menilai wujud fisik sedangkan kritik intern untuk menilai isi sumber. 3) 

interpretasi, yaitu usaha menafsirkan fakta melalui analisis dan sintesis. 4) 

Historiografi, yaitu penulisan sejarah yang bertujuan merangkai fakta menjadi 

penjelasan sejarah yang mudah dipahami. 

 

Sebagai hasilnya ditemukan bahwa adanya kebijakan integrasi yang dilakukan 

Pemerintah Thailand terhadap wilayah Patani telah mendorong lahirnya gerakan 

perlawanan termasuk PULO. Gerakan perlawanan yang dilakukan PULO 

menggunakan cara kekerasan dan tanpa kekerasan. Sementara itu, Pemerintah 

Thailand merespon perlawanan PULO tersebut dengan cara militer dan 

akomodatif. Sedangkan capaian PULO adalah membuat Pemerintah Thailand 

kembali membicarakan keinginan Patani yaitu adanya pemerintahan otonomi bagi 

wilayah Patani dan Thailand Selatan secara luas.  

 

 

Kata kunci: Patani, PULO, Thailand 
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KATA PENGANTAR 

 

الرَّحْوَيِ اارَّحِيناللهِبِسْــــــــــــــــــنِ ا  
 

ًْبِيَاءِ وَالْوُرْسَلِيْيَ وَعَلَى  الْحَوْدُِ اللهِ رَبِ الْعَالَوِيْيَ وَالصَّلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى أَشْرَفِ اْلَأ

 اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْوَعِيْيَ أَهَا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt., Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Agung, 

Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Atas segala limpahan, nikmat, dan 

anugerah yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis, sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Baginda 

Rasulullah saw., manusia pilihan pembawa rahmat bagi seluruh alam. 

Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna 

memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum). penulis menyadari bahwa 

penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan 

dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun 

mengucap terimakasih kepada: 

1. Penulis haturkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua penulis, Abah 

Abdulfarid dan Mami Habeebah yang selalu penulis cintai, hormati, dan 

banggakan. Merekalah yang membesarkan, mendidik, mendoakan setiap 

waktu, dan senantiasa mendukung pendidikan penulis selama di tanah rantau. 

Kalau bukan karena kerelaan dan izin dari Abah dan Mami, jangankan untuk 

menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, menjejakkan tanah Yogyakarta pun 
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tidak mungkin terjadi. Semoga Allah swt., selalu mencurahkan nikmat 

kesehatan dan kebahagiaan di dalam hidup Abah dan Mami.  

2. Penulis haturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Dra. Soraya 

Adnani, M,Si. yang telah berkenan menjadi pembimbing penulis. Di tengah-

tengah kesibukannya yang cukup padat, masih saja selalu menyediakan waktu, 

pikiran, dan tenaga untuk mengarahkan dan memberi petunjuk kepada penulis. 

Semoga segala kebaikan Ibu dibalas oleh Allah swt., atas pengabdiannya. 

3. Penulis haturkan terimakasih kepada bapak Musa selaku Pembimbing 

akademik (PA) yang membimbing dalam perkuliahan mulai dari awal hingga 

akhir perkuliahan. 

4. Penulis haturkan terimakasih kepada segenap dosen dan staff akademik 

fakultas Adab Dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang penulis 

menerima berbagai ilmu pengetahuan dari fakultas dan lembaga-lembaga 

bidang yang berkaitan. 

5. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan SKI angkatan 2012. Semua 

kebersamamaan selama menimba ilmu tidak akan pernah penulis lupakan. Tak 

lupa pula, penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku (Ayu 

innakaromatika, Milawati, indi Rahmawati) yang tidak hanya memberikan 

warna-warni dalam kehidupan selama di tanah rantau, tetapi turut memberi 

energi tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita 
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berbagi kebahagiaan setiap saat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Thailand merupakan salah satu negara diantara negara-negara di kawasan 

Asia Tenggara yang secara geografis merupakan kawasan antara benua Australia 

dan daratan China, antara daratan India sampai laut China.
1
 Hal ini menjadikan 

Thailand cukup mudah untuk dijangkau para pelancong dari zaman ke zaman 

untuk mencari penghidupan maupun penyebaran agama. Kerajaan Persatuan Thai 

dibentuk pada pertengahan abad ke14 yang diikenal sebagai Kerajaan Siam 

sampai dengan tahun 1939. Secara historis, Thailand merupakan satu-satunya 

negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh kekuatan Eropa.
2
 

Mayoritas penduduk Thailand beragama Budha Theravada, sedangkan 

Islam sebagai agama terbesar kedua setelah Budha.
3
 Pada tahun 1960, Islam di 

Thailand banyak dijumpai di beberapa provinsi wilayah Selatan, antara lain 

Provinsi Pattani (78%), Yala (61%), Narathiwat (78%), dan Satun (83%). Seluruh 

provinsi tersebut dahulunya masuk wilayah kerajaan Pattani Raya pada abad ke-

12, sebelum kerajaan Sukhotai berdiri.
4
 

Wilayah Thailand Selatan, terutama provinsi Patani (Pattani), 

Narathiwat, dan Yala memiliki penduduk yang mayoritas beretnis Melayu dan 

                                                           
1
 John Funston, Government and Politics in Southeast, Singapura: ISEAS, 2001, hlm. 

333. 
2
 CIA, “Thailand”, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/th.html, diakses tanggal 15 Januari 2017. 
3
 Ibid. 

4
 Mohd Zamberi, Umat Islam Patani: Sejarah dan Politik, (Shah Alam: Penerbit Hizbi), 

1993, hlm. 233. 

1 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html
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memeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan oleh latar belakang wilayah Thailand 

Selatan yang sebelumnya merupakan bagian dari Kesultanan Kedah dan Patani 

yang didirikan oleh orang-orang Melayu. Adapun waktu melakukan integrasi ke 

wilayah Thailand Selatan dimulai sejak Thailand masih bernama Siam yaitu pada 

abad ke 18, saat kerajaan Siam melakukan penaklukan atas wilayah tersebut.
5
 

Dalam perkembangannya, pada tahun 1930an terjadi revolusi di 

Thailand/Siam. Revolusi ini bertujuan untuk mengubah konstitusi di Thailand dari 

monarki absolut menjadi monarki konstitusional, meskipun kemudian akhirnya 

kekuasaan didominasi dari kalangan militer.
6
 Kebijakan politik Thailand berubah 

seiring adanya pergantian sistem pemerintahan di Thailand akibat munculnya 

kekuatan militer yang menguasai pemerintahan. Pada tahun 1938, seorang 

Jenderal militer yang bernama Plaek Phibun Songkhram yang berasal dari Partai 

Rakyat Thailand terpilih sebagai Perdana Menteri. Hal ini kemudian berdampak 

pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat Thailand yang radikal terhadap 

wilayah-wilayah di Thailand Selatan. Kebijakan PM Phibun yaitu orang-orang 

Melayu kini tidak lagi memiliki perwakilan di badan Pemerintahan Thailand 

Selatan akibat dihapuskannya sistem perwakilan kedaerahan dan diganti dengan 

sistem pemerintahan yang sentralistik.
7
 Sistem pemerintahan Thailand yang 

sentralistik adalah kekuasaan daerah dipegang oleh pemerintah pusat. 

                                                           
5
 Nik Anuar Nik Mahmud, Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954, (Bangi: 

Universiti Kebangsaan Malaysia), 1999, hlm. 42-50. 
6
 BBC, “Thailand Army's Pivotal Role in Politics”, http://www.bbc.com/news/world-

asia-27483816, diakses pada tanggal 16 Januari 2017. 
7
 BAPPENAS RI, “Perkenalan Thailand”, 

http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3)%20Keanggotaan%20Indon

esia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/1)%20ASEAN/Profil%20Negara-

Negara%20ASEAN/Thailand.pdf, diakses tanggal 16 Januari 2017. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-27483816
http://www.bbc.com/news/world-asia-27483816
http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3)%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/1)%20ASEAN/Profil%20Negara-Negara%20ASEAN/Thailand.pdf
http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3)%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/1)%20ASEAN/Profil%20Negara-Negara%20ASEAN/Thailand.pdf
http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3)%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/1)%20ASEAN/Profil%20Negara-Negara%20ASEAN/Thailand.pdf
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Bentuk penerapan dari sistem pemerintahan yang sentralistik tersebut 

adalah adanya berbagai program pembaruan yang bertujuan untuk menggantikan 

identitas agama dan kultur orang Melayu Muslim dengan Budhaisme. Sementara 

itu di sektor pendidikan adanya larangan menggunakan bahasa Melayu sebagai 

bahasa pengantar, dan sebagai pengganti bahasa Melayu adalah memakai bahasa 

Thai. Kebijakan Pemerintah Pusat Thailand juga mengharuskan pondok-pondok 

tidak hanya mengajarkan kurikulum sekuler di Thailand, melainkan juga harus 

memasukkan pelajaran etika Buddha.
8
 Kemudian di bidang budaya adalah dengan 

diciptakannya mandat kebudayaan Wiraihan yang merupakan perundang-

undangan nasional mengenai keberanian rakyat Thailand, sehingga peraturan-

peraturan lokal yang berbasiskan Islam perlahan dihapuskan. Sementara dibidang 

hukum, Pemerintah Thailand menerapkan hukum kerajaan sebagai landasan 

hukum masyarakat Patani, perombakan stuktur pengadilan, penerjemahan dan 

pengkodifikasian hukum Islam agar tercipta keseragaman serta kosistensi dalam 

penerapanya.
9
 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa adanya 

sistem pemerintahan yang sentralistik yang didasari dengan nasionalisme dan 

chauvimisme tersebut memunculkan masalah baru bagi penduduk Thailand 

Selatan. Pertama, dengan diisinya posisi pejabat pemerintahan daerah dan tentara 

serta polisi oleh orang-orang keturunan Thai-Budha telah membuat kesenjangan 

sosial di wilayah Thailand Selatan. Kedua, adanya penggunaan bahasa Thai 

                                                           
8
 Ibid. 

9
 Choirul Fuad Yusuf dkk, Dinamika Islam: Filipina, Burma Dan Thailand, (Puslitbang 

Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), 2013, hal. 

343. 
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sebagai bahasa nasional telah membuat komunikasi antara masyarakat Melayu 

dengan para pejabat daerah terhambat. Ketiga, banyaknya tindak kekerasan yang 

dilakukan oleh tentara dan polisi Thai terhadap orang-orang Melayu di wilayah 

tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kesenjangan/perbedaan antara 

golongan birokrat berketurunan Thai dengan orang-orang Muslim-Melayu yang 

diperintah.
10

 Oleh karena itu, muncul rasa tidak suka dari masyarakat lokal di 

Thailand Selatan terhadap Pemerintah Pusat Thailand, yang terus meningkat 

hingga muncul gerakan-gerakan perlawanan terhadap Pemerintah Pusat Thailand. 

Perlawanan yang paling serius terhadap Pemerintah Thai berasal dari gerakan 

Muslim-Melayu di provinsi Patani, Narathiwat, dan Yala. 

Bentuk perlawanan dari kelompok Muslim Melayu terhadap Pemerintah 

Thai dimulai pada awal tahun 1947. Haji Sulong Abdul Kadir, Ketua Dewan 

Agama Pattani, mengajukan petisi tujuh poin kepada pemerintah atas nama 

Gerakan Rakyat Patani yang baru dibentuk. Petisi itu menuntut beberapa hal, 

yakni; 

1) Penunjukan gubernur terpilih harus merupakan penduduk lokal untuk 

empat provinsi selatan. 

2) Kuota delapan puluh persen dari semua pegawai negeri untuk Muslim. 

3) Penggunaan bahasa Thailand dan Melayu sebagai bahasa resmi, 

4) Bahasa Melayu sebagai pengantar di sekolah dasar. 

5) Pengakuan hukum syariah dan pengadilan Muslim yang terpisah. 

6) Kontrol atas pendapatan dan pengeluaran untuk provinsi selatan. 

                                                           
10

 Mohd Zamberi A. Malek, Umat Islam Patani: Sejarah dan Politik, (Selangor: 

Hizbih), 1993, hlm. 227-228. 
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7) Penciptaan Dewan Muslim untuk mengeluarkan undang-undang yang 

berkaitan dengan adat dan upacara Muslim.
11

 

Sebuah petisi yang berisi tuntutan serupa telah dibuat oleh para 

pemimpin Muslim Melayu di Narathiwat, dan juga oleh Muslim Melayu di Satun. 

Tindakan yang dilakukan para pemimpin Muslim Melayu di Narathiwat dan Satun 

dilakukan pada waktu yang bertepatan dengan kudeta Marshal Phibun pada bulan 

November 1947. Bahkan pada bulan Desember tahun 1947, satu pemimpin 

Muslim Melayu di pengasingan di Kelantan menyatakan Patani independen. 

Pada bulan Januari 1948, pemerintah Thailand menanggapi kejadian 

tersebut dengan menangkap Haji Sulong dan para pendukungnya dan mendakwa 

mereka dengan makar. Akibatnya, para pemimpin Muslim Melayu segera menarik 

diri dari pertemuan-pertemuan dengan para pejabat Thailand dan menghasut 

boikot pemilihan nasional yang dijadwalkan akhir tahun 1948. Pada 3 Maret 1948 

Patani nasionalis di pengasingan di Kelantan membentuk organisasi separatis 

pertama yang dinamai dengan Thailand League Melayu Greater Patani 

(Gabungan Melayu Patani Raya atau GAMPAR).
12

 Selama periode tahun 1953-

1954 gerakan nasionalis Muslim Melayu melemah setelah kematian Haji Sulong 

dan para pemimpin GAMPAR. Hal ini dikarenakan, menurut ulama Thai Thanet 

                                                           
11

 James Ockey, Individual Imaginings: The Religio¬Nationalist Pilgrimages of Haji 

Sulong Abdulkadir al-Fatani, Journal of Southeast Asian Studies, The National University of 

Singapore, Volume 42, 2011, hlm. 89-119 . 
12

 Dennis P. Walker, Conflict Between the Thai and Islamic Cultures in Southern 

Thailand (Patani) 1948-2005, Thai and Islamic Cultures in Southern Thailand, Islamiyyat 27(1), 

2005, hlm. 81 – 117. 
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Aphornsuvan, kepemimpinan Haji Sulong, telah menyusun kembali nasionalisme 

etnis Melayu dalam ikatan Islam”.
13

 

Awal konflik antara militer Thailand dan kelompok perlawanan Muslim 

Melayu dimulai pada tahun 1960 di Thailand, dengan munculnya kelompok 

perlawanan yang dibentuk oleh Ustad Haji Abdul Karim Hassan. Upaya ini 

dilakukan sebagai bentuk penolakan atas peraturan Pemerintah Thai yang 

mengharuskan pesantren-pesantren di Thailand Selatan mengadopsi pendidikan 

sekuler. Ustad Haji Abdul Karim Hassan membentuk kelompok bersenjata yang 

bernama Barisan Revolusi Nasional (BRN) pada tahun 1960. Dalam 

perjuangannya, BRN tidak hanya mengusung ideologi Islam, namun juga 

mengusung ideologi nasionalisme Melayu dan sosialisme. Hal ini dikarenakan 

BRN memiliki hubungan yang kuat dengan Partai Komunis Malaya. 

Meskipun perlawanan-perlawanan BRN melalui aksi bersenjata cukup 

berhasil mengusik stabilitas di Thailand Selatan, akan tetapi gerakan BRN tidak 

pernah menjadi sebuah ancaman regional yang serius. Hal ini disebabkan oleh 

minimnya dukungan dari rakyat Thailand Selatan itu sendiri, khususnya dari 

kalangan Muslim Konservatif yang tidak cocok dengan ideologi sosialis (sayap 

kiri) yang juga ikut diusung oleh BRN. Oleh karena minimnya perlawanan 

terhadap Pemerintah Thai, sekelompok orang kemudian berinisiatif membentuk 

kelompok pemberontak yang baru. 

Kelompok perlawanan yang baru tersebut dinamakan Patani United 

Liberation Organization (PULO) atau Pertubuhan Persatuan Pembebasan Pattani 
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 James Ockey, Individual Imaginings, hlm. 97. 
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(PPPP). Organisasi PULO dibentuk pada tanggal 22 Januari 1968 oleh Tengku 

Bira Kotanila bersama Harun Muleng.
14

 Organisasi ini memiliki sistem 

pengorganisasian yang lebih efektif. Basis pendukungnya lebih luas, tersebar di 

kota-kota maupun di desa-desa. Landasan ideologinya dikenal dengan istilah 

Ubang Tapekema, yang merupakan singkatan dari Agama, Bangsa, Tanah Air, 

dan Perikemanusiaan. Dengan landasan ideologi yang demikian ini PULO mampu 

merangkul semua golongan dan lapisan dalam masyarakat Melayu-Muslim di 

Thailand Selatan.
15

 Selain itu, PULO juga mampu membangun jaringan 

internasional yang luas dari Arab Saudi hingga Libya. Organisasi ini berada 

dibawah kepemimpinan kaum intelektual muda yang lebih terorganisir dan 

militan dan mendapat dukungan finansial dari Syria dan Libya.
16

 

Dalam kasus gerakan Melayu-Muslim di Thailand Selatan, faktor-faktor 

ras, bahasa, agama, adat istiadat, dan kesadaran akan suatu identitas kolektif yang 

khas, telah dimobilisasikan untuk memperkuat solidaritas kolektif dalam melawan 

setiap upaya pengintegrasian dan pengasimilasian yang dilakukan pemerintah 

Thailand. Gerakan Melayu Muslim di Thailand Selatan ini dapat dikategorikan 

sebagai gerakan kesejarahan, dimana sejumlah aktor memperjuangkan hak 

kesejarahan mereka sebagai bangsa. 

Hal yang membedakan PULO dengan kelompok maupun organisasi 

perlawanan Muslim Melayu lainnya yaitu terletak pada cara yang dipakai dalam 

melakukan perlawanannya. Selain melakukan perlawanan bersenjata PULO juga 

                                                           
14

 Mohd Zamberi A. Malek, Umat Islam Patani: Sejarah dan Politik, hlm. 325. 
15

 Tim Penyusun Studi Islam, Pengantar Studi Islam, (Surabaya: IAIN Ampel Press), 

2004, hlm. 268-230. 
16

 Ibid, hlm. 313. 
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gencar melakukan kegiatan sosial untuk meningkatkan taraf pendidikan dan 

kesejahteraan penduduk lokal. Hal ini kemudian berhasil menarik minat 

masyarakat lokal Thailand Selatan terhadap gerakan perlawanan PULO. 

Selanjutnya, gerakan perlawanan PULO berhasil berkembang menjadi kelompok 

pemberontak terbesar di Thailand. Ini ditunjukkan dimana pada tahun 1978, 

PULO berhasil memobilisasi 70.000 orang untuk turun ke jalan melakukan 

serangkaian demonstrasi menuntut pemerintah yang otonom bagi wilayah Patani. 

Berdasarkan fenomena gerakan Islam dan khususnya cara yang dipakai 

oleh kelompok PULO di atas, maka dengan alasan tersebut penulis menjadi 

tertarik untuk meneliti dan mengkaji. Sehingga, fokus penelitian ini tertuju pada 

gerakan kelompok PULO terhadap Pemerintah Thailand pada periode tahun 1968 

hingga 1980. 

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Gerakan perlawanan PULO terhadap Pemerintah Thai adalah inti dari 

penelitian ini. Untuk batasan waktu, penelitian ini mengambil jangka waktu dari 

tahun 1968 sebagai tahun dibentuknya PULO hingga tahun 1980 yang mana 

gerakan PULO mulai mencapai titik-titik keberhasilan menjadi kelompok 

pemberontak terbesar di Thailand. Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak 

mengalami pelebaran dan tetap fokus pada kajian awal, maka penelitian ini 

dibatasi pada permasalahan sebagai berikut: 
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1. Apa yang melatarbelakangi dibentuknya kelompok PULO? 

2. Bagaimana gerakan perlawanan yang dilakukan PULO terhadap 

Pemerintah Thailand pada tahun 1968-1980? 

3. Apa saja capaian dari gerakan perlawanan PULO terhadap Pemerintah 

Thailand pada tahun 1968-1980? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan; 

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi dibentuknya 

organisasi PULO. 

2. Untuk memahami gerakan-gerakan perlawanan yang dilakukan kelompok 

PULO terhadap Pemerintah Thailand. 

3. Untuk mengetahui capaian-capaian yang diraih oleh kelompok PULO 

dalam melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Thailand. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Sebagai bahan rujukan dan informasi bagi kajian tentang sejarah Islam di 

Thailand Selatan, dan khususnya di Patani. 

2. Memberi gambaran mengenai pengaruh nilai-nilai Islam dalam sistem 

sosial pada setiap bidang kehidupan, yang dapat menjadi sumbangan 

pemikiran keagamaan bagi kalangan masyarakat Melayu Patani di 

Thailand Selatan. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang gerakan perlawanan Muslim di Thailand Selatan 

bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

sejumlah buku maupun skripsi yang mengkaji mengenai perlawanan kelompok 

Muslim di Thailand Selatan baik dari aspek sejarah, sosiologi, budaya, maupun 

hukum. Adapun buku-buku maupun skripsi yang digunakan untuk mengetahui 

posisi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, buku yang ditulis oleh Surin Pitsuwan berjudul Islam di 

Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani tahun 1989. Buku ini secara 

umum membahas gerakan perlawanan masyarakat Muslim di Thailand Selatan. 

Secara khusus, buku ini menguraikan mengenai upaya integrasi Pemerintah 

Thailand yang berkaitan dengan pondok-pondok orang Muslim yang diubah 

menjadi sekolah swasta dengan kurikulum sekuler, serta upaya menempatkan 

orang-orang Budha di wilayah Thailand Selatan. Sementara itu penelitian ini lebih 

khusus membahas gerakan perlawanan PULO terhadap Pemerintah di Thailand 

Selatan.  

Kedua, buku Mohd. Zamberi A, Malek yang berjudul Umat Islam Patani: 

Sejarah dan Politik tahun 1993. Buku ini menjelaskan secara detail mengenai 

program-program pembaruan dari Pemerintah Thailand terhadap wilayah 

Thailand Selatan. Selain itu, buku ini juga membahas mengenai latar belakang 

pembentukan kelompok-kelompok perlawanan di Thailand Selatan secara umum. 

Berbeda dengan karya Malek, penelitian ini terbatas meneliti secara mendalam 

tentang kelompok PULO dan bentuk-bentuk gerakan yang dilakukan. 
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Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Wilda Darnela Adiwildan yang berjudul 

Proses Integrasi Patani ke Dalam Teritori Thailand 1902-1932. Dalam kajian ini 

membahas mengenai sejarah dari provinsi Patani sebelum dan hingga masuknya 

menjadi salah satu wilayah Thailand. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada 

objek penelitian, dimana penelitian ini menempatkan kelompok PULO sebagai 

objek penelitiannya. Kajian ini menjadi rujukan penulis dalam mengolah data 

untuk menjadi jawaban dari permaslahan dalam penelitian ini. 

Keempat, tulisan dari Malik Ibrahim dalam jurnal Sosio-Religi UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Seputar Gerakan  Islam  di  Thailand 

Suatu Upaya Melihat Faktor Internal dan Eksternal. Dalam tulisan ini, penyusun 

mencoba membahas tentang Islam di Thailand, antara lain seputar sejarah Islam di 

Thailand, agama-agama yang dianut oleh masyarakat di Thailand, hubungan 

antara warga muslim Thailand dengan pemerintah, serta perkembangan Islam di 

Thailand dan hubungannya dengan sistem pendidikan nasional Thailand. 

Sedangkan penelitian ini membahas mengenai PULO yang melakukan gerakan 

perlawanan terhadap Pemerintah Thailand.  

 

E. Landasan Teori 

Gerakan perlawanan kelompok PULO di Thailand Selatan merupakan 

bentuk perlawanan atas kolonialisme internal Thailand. Berdirinya PULO sebagai 

salah satu upaya masyarakat Muslim Melayu di Thailand Selatan untuk meraih 

hak dalam menentukan nasibnya sendiri, dan sebagai bentuk solidaritas dari etnis 

Muslim-Melayu di Thailand. Oleh karena itu, gerakan yang dilakukan untuk 
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menolak kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat Thai melalui aksi bersenjata dan 

gerakan sosial. Hal ini kemudian menimbulkan ketertarikan dalam diri masyarakat 

Muslim Melayu di Thailand Selatan, dan membuat PULO menjadi kelompok 

perlawanan pemberontak terbesar di Thailand pada periode tahun 1968 hingga 

1978. 

Dalam menjawab permasalahan dari penelitian ini, maka penulis 

menggunakan teori konflik. Istilah konflik berasal dari kata Latin “configere‟ 

yang berarti saling memukul. Dalam pengertian sosiologi, konflik dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses sosial di mana dua orang atau kelompok 

berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau 

membuatnya tidak berdaya. Menurut Robert M.Z. Lawang dalam bukunya yang 

berjudul Materi Pokok Pengantar Sosiologi, mengartikan konflik sebagai 

perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan 

dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh 

keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan 

sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan 

kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, 

politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.
17

 Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa konflik adalah percekcokan, perselisihan dan pertentangan 

yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu 

yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. 
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 Robert M Z Lawang, Materi Pokok Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Universitas 

Terbuka), 1994, hlm. 53. 
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Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas 

empat macam, yaitu sebagai berikut: 

1. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut 

dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana 

individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-

macam peranan yang dimilikinya. 

2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial. 

3. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak 

terorganisir. 

4. Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara, 

atau organisasi internasional.
18

 

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya 

hubungan sosial, ekonomi, politik. Hal ini dikarenakan perebutan atas sumber-

sumber daya alam di suatu wilayah/daerah yang mana merupakan sumber 

ekonomi kelompok masyarakat di wilayah tersebut, seperti minyak, gas, maupun 

hasil hutan atau laut. Selain itu, status sosial dan kekuasaan yang jumlah 

ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di 

masyarakat, seperti jabatan dalam suatu pemerintahan.
19

 Pada dasarnya, secara 

sederhana penyebab konflik dibagi dua, yaitu:  

1) Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang 

mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk 

                                                           
18

 Dr. Robert H. Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta), 2001, hlm. 102. 
19

 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan 

Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group), 2011, hlm. 360-362. 
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sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, 

pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, 

sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan 

konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai 

karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin 

mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat 

yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi 

pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang 

saudara. 

2) Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang 

terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. 

Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial kerena ada 

sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang 

mapan, kekuasaan dan kewenangan   yang besar, sementara sebagian besar 

tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak 

memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini 

merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial.
20

 

  Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka konflik 

yang terjadi merupakan konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan 

tidak terorganisir. Dalam hal ini konflik yang terjadi antara Pemerintah Thai 

dengan kelompok PULO sebagai kelompok masyarakat Muslim Melayu di 

Thailand. Sementara itu penyebab dari konflik tersebut adalah adanya 
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 Ibid, hlm. 361. 
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kemajemukan horizontal. Hal ini ditunjukkan adanya kemajemukan di internal 

Thailand yaitu etnis Melayu dan Thailand sendiri, serta kemajemukan agama 

yaitu Islam dan Budha. Disamping itu juga, adanya upaya dari Pemerintah Thai 

untuk mempertahankan kebudayaan Thailand untuk seluruh wilayah Thailand. 

Sebagai akibatnya, Pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan yang 

bertentangan dengan kultur dari mayoritas masyarakat di Thailand Selatan. 

Akibatnya kemudian timbullah gerakan perlawanan bahkan aksi bersenjata dari 

kelompok perlawanan PULO untuk menghadapi Pemerintah Thailand. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis 

dengan jenis deskriptif analisis. Metode ini bermaksud untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau secara 

historis.
21

 Dalam penulisan dan pengolahan data, metode historis menggunakan 

empat langkah, yaitu; 

1) Heuristik: yaitu pencarian dan pengumpulan sumber data baik dengan 

menggunakan sumber primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, 

menggunakan sumber-sumber primer berupa informasi dari pelaku 

sejarah, naskah, foto, dan arsip. Sedangkan untuk melengkapinya, maka 

penulis menambahkan sumber sekunder dengan teknik library research 
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 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 

1999, hlm. 54. 
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yaitu dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder seperti buku, 

dokumen tertulis, majalah, jurnal, foto, dan kisah-kisah sejarah lainnya.
22

  

2) Kritik: setelah sumber-sumber data dikumpulkan, kemudian penulis 

mengklasifikasikan keontetikan dan kredibilitas sebuah sumber data. 

Otentik dalam arti memilah mana sumber yang asli dan benar. Sedangkan 

kredibilitas berarti penyilidikan kritis terhadap sumber-sumber yang ada 

agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan informasi.
23

 

3) Interpretasi: analisis terhadap sumber-sumber data yang telah diteliti 

kredibilitasnya dan keontetikannya, dengan menggunakan pendekatan 

ilmu sosial. Kemudian menemukan korelasi, jawaban, dan solusi baru atas 

tema yang dibahas dalam penelitian ini. 

4) Historiografi: merupakan tahap akhir dalam prosedur penelitian sejarah, 

yakni merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil 

penelitian dengan memperhatikan aspek kronologi sejarah. Dimulai 

dengan terjadinya revolusi pemerintahan di Thailand, munculnya 

perlawanan dari Muslim Melayu di Thailand Selatan pada tahun 1960 

hingga tahun 1978.  

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan permasalahan di atas, maka tulisan 

dalam penelitian ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab. Secara ringkas sistematika 

penulisannya diuraikan sebagai berikut: 
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 Ibid, hlm. 55-56. 
23

 Nugroho Notosusanto, Mengerti Sejarah, (Jakarta: UI Press), 1985, hlm. 80 dan 95. 
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Bab I pendahuluan yang menyajikan pembahasan pokok mengenai 

latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

Bab II berisikan pembahasan mengenai situasi umum Patani di bawah 

Pemerintahan Thailand pra perlawanan kelompok PULO antara tahun 1920an 

hingga  tahun 1960. Dalam bab ini juga memaparkan tentang kondisi masyarakat 

Muslim-Melayu Patani pada masa penerapan kebijakan asimilasi pemerintah 

Thailand. Tujuan bab ini untuk mengetahui kebijakan integrasi Pemerintah 

Thailand yang menjadi penyebab munculnya perlawanan dari kelompok-

kelompok Islam. 

Bab III berisi mengenai pembahasan gerakan perlawanan PULO dan 

bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan terhadap Pemerintah Thailand pada 

tahun 1960an hingga tahun 1978. Bab ini bertujuan untuk mengetahui faktor-

faktor yang melatarbelakangi munculnya PULO dan seperti apa gerakan 

perlawanan kelompok PULO beserta bentuk-bentuk perlawanannya terhadap 

pemerintah Thailand. 

Bab IV berisi pemaparan mengenai keberhasilan kelompok PULO 

dalam melakukan gerakan perlawanan terhadap Pemerintah Thailand, dan respon 

dari Pemerintah Thailand terhadap perlawanan tersebut. 

Bab V Penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sejarah wilayah Thailand Selatan berkaitan erat dengan konflik antara 

masyarakat dengan pemerintah. Wilayah Patani masuk dalam kedaulatan Thailand 

dimulai sejak tahun 1902 melalui kemenangan Kerajaan Siam (Thailand) atas 

Kesultanan Islam Melayu Patani Darussalam. Adanya upaya integrasi dari 

Pemerintah Thailand telah memicu rasa ketidakpuasan dari kaum Muslim-Melayu 

di Patani, Yala, Narathiwat, bahkan Songkhla. Hal inilah yang menjadi faktor 

utama munculnya berbagai macam kelompok/organisasi perlawanan Patani di 

Thailand Selatan. PULO adalah salah satu organisasi perlawanan di Thailand 

Selatan. Secara garis besar, terdapat dua faktor utama yang menjadi alasan 

didirikannya PULO antara lain; 

1) Adanya kebijakan asimilasi yang berlebihan dari Pemerintah Thailand, 

sehingga mendorong orang etnis Melayu agar melupakan bangsa dan 

bahasa ibu (asalnya). 

2) Munculnya keinginan untuk mengembalikan masa kejayaan sewaktu 

masih berstatus Kesultanan Islam Patani, ini didorong adanya 

ketimpangan sosial di wilayah Thailand Selatan. 

Kedua hal tersebut yang kemudian membuat PULO ikut hadir berperan 

dalam situasi politik domestik Thailand. Dalam melakukan perlawanan terhadap 

Pemerintah Thailand, PULO menggunakan dua cara, yaitu cara kekerasan yang 
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diwujudkan dengan terror bom serta tindakan angkatan bersenjatanya. Cara ini 

memiliki tujuan untuk menciptakan ketidakstabilan keamanan di dalam negeri 

Thailand. Sedangkan yang kedua adalah cara non kekerasan, seperti memberikan 

pelajaran dan bahan bacaaan mengenai sejarah Patani, Sejarah Islam, ajaran-

ajaran keIslaman, dan sebagainya, langsung kepada masyarakat melalui masjid 

dan pondok-pondok. Cara ini bertujuan untuk menciptakan basis-basis massa 

PULO sehingga dapat meraih kemerdekaan. 

Di sisi lain, Pemerintah Thailand terlihat kerepotan menanggapi maupun 

menghadapi kelompok-kelompok perlawanan yang bersenjata di wilayah Selatan 

Thailand. Hal ini yang membuat militer Thailand mengambil tindakan yang 

represif. Akibatnya, muncul rasa tidak suka dikalangan masyarakat etnis Muslim-

Melayu di Thailand. Sebagai upaya tetap menjaga kestabilan keamanan dalam 

negerinya, Pemerintah Thailand mengubah pendekatannya untuk menyelesaikan 

konflik dengan PULO dan kelompok perlawanan lainnya. Pemerintah Thailand 

lebih cenderung memakai kebijakan yang akomodatif dengan memberikan hak-

hak yang luas bagi masyarakat Muslim-Melayu di Thailand Selatan. 

Di pihak Pemerintah Thailand, Jenderal Prem yang menjabat sebagai 

perdana menteri Thailand, tampaknya sangat memahami kepentingan dari 

banyaknya kelompok pemberontakan di Thailand, termasuk PULO. Dengan 

berlatarbelakang kehidupan di Thailand Selatan, Jendral Prem ikut merasakan 

keinginan dasar dari masyarakat Muslim-Melayu di Patani, Yala, dan Narathiwat. 

Oleh sebab itu, Jenderal Prem mengambil insiatif dengan memperbaiki kesalahan-

kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Hal tersebut dilakukan 
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setidaknya dapat mengurangi gejolak pemberontakan sehingga terhindar dari 

jatuhnya korban jiwa. 

Di pihak lain, perubahan sikap Pemerintah Thailand terhadap gerakan 

perlawanan di Thailand menjadi keberhasilan besar bagi PULO. Pemerintah 

Thailand telah menyediakan Badan Otonomi Khusus yang berperan untuk 

menjawab permasalahan sosial dan administrasi masyarakat di wilayah Thailand 

Selatan. Perlawanan PULO juga telah menunjukkan keberhasilan dengan menjadi 

populernya PULO ditingkat nasional hingga internasional sebagai suatu organisasi 

perjuangan Islam Melayu. 

 

B. Saran 

Setelah membahas mengenai gerakan perlawanan yang dilakukan PULO 

terhadap Pemerintah Thailand dan menarik kesimpulan, maka di akhir penulisan 

ini, peneliti mengambil kesempatan untuk mengemukakan beberapa saran, yaitu; 

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya bagi generasi penerus 

bangsa Patani untuk memiliki kesadaran dalam menghadapi berbagai 

bentuk pengaruh yang menyebabkan lemahnya nilai-nilai keagamaan 

Islam dan kebudayaan Melayu pada jaman globalisasi saat ini, karena 

kedua hal tersebut merupakan identitas/jati diri yang sebenarnya. 

2. Terkait konflik yang masih mendera wilayah Thailand Selatan, ada 

baiknya untuk kembali melihat kebijakan yang diambil oleh Jenderal 

Prem. Sebagai pemimpin sebuah negara, dia dapat menempatkan dirinya 
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diantara tugasnya sebagai warga negara dan pribadi/jati dirinya yang besar 

di lingkungan masyarakat Muslim-Melayu di Thailand Selatan. 

3. Bagi para penulis lain, ada baiknya untuk melakukan penelitian secara 

khusus terkait pergerakan kaum Muslim sebagai minoritas di suatu negara. 

Tujuannya agar dapat mengetahui dan menyampaikan tentang bagaimana 

kehidupan mereka sebagai minoritas di negara tersebut. 
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WAWANCARA 

 

Pertanyaan 

1. Bagaimana bisa terbentuk PULO? 

PULO muncul dikarenakan  adanya perlakuan diskriminasi terhadap 

masyarakat di wilayah Thailand Selatan, termasuk dalam Pendidikan, budaya, dan 

ekonomi, maupun kekuasaan politik. 

2. Apa yang membuat ketertarikan Anda ikut serta dalam perjuangan PULO? 

PULO sebagai cerminan perlawanan masyarakat Muslim Patani yang 

merasa mendapatkan diskriminasi dari Pemerintah Thailand saat itu, sehingga rasa 

kebersamaan dalam budaya maupun agama Islam menjadi nilai yang diusung 

PULO bersama kami. 

3. Nilai-nilai apa saja yang diusung oleh PULO? 

Budaya Melayu dan agama Islam dari masyarakat Patani 

4. Seperti apa bentuk perlawanan PULO? 

PULO sejak dulu melawan dengan perlawanan menggunakan senjata 

secara bergerilya. PULO juga membangun jaringan dukungan dari luar Thailand. 

5. Apa keberhasilan yang didapatkan PULO? 

Pulo dapat mengumpulkan banyak dukungan dalam melakukan 

perlawanan terhadap pemerintah dan pasukan militernya. 

6. Bagaimana respon Pemerintah Thailand dalam menghadapi Perlawanan 

PULO? 

Merespon dengan cara militer. 
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